BABV
PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1 Latar belakang lahirnya ambang batas dalam pengajuan sengketa
pilkada dilatarbelakangi karena mulai diberlakukannya pilkada
serentak di Indonesia yang rencananya akan mulai diberlakukan
pada bulan september 2020. Pembentuk Undang-Undang
membuat salah satu kebijakan untuk menciptakan effisiensi
penyelenggaran pilkada khususnya dalam penanganan sengketa
pilkada dengan menerapkan aturan ambang batas dalam
pengajuan sengketa hasil pilkada. Namun ambang batas ini
menjadi polemik baru dalam penyelenggaran pilkada sebagai
wujud pelaksanaan demokrasi di negara ini. Terdapat banyak
kasus sengketa yang tidak dapat masuk ke MK meskipun telah
ada kecurangan nyata karena dibatasi oleh aturan formalitas yang
terdapat pada UU Pilkada. Pada kenyataanya MK telah
menerobos aturan ambang batas dalam beberapa kasus, karena
menurut hakim MK dalam kasus kasus tersebut tidak
memungkinkan digunakannya ambang batas pengajuan sengketa
hasil pilkada.

2 Pada saat ini berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ambang batas
ini didasarkan pada selisih perolehan suara dengan
menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan
2% yang dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah,
dan selisih suara antar pemenang pemilihan kepala daerah sah,
dan selisih suara antara pemenang Pilkada dengan pemohon.
Aturan tersebut beberapa kali diterobos oleh Mahkamah

Konstitusi dan hal tersebut dapat dibenarkan dalam rangka
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pemenuhan hak asasi manusia dan menciptakan kontestasi

pilkada yang memberikan keadilan bagi semua pihak.
5.2 Saran

Melihat masalah-masalah yang sudah dipaparkan di atas sangat berpengaruh
terhadap penjaminan hak asasi di Indonesia khususnya hak asasi manusia calon
kepala daerah, sehingga diperlukannya beberapa pemecahan masalah tersebut

yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga
yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu
dilakukan pengkajian ulang terhadap aturan ambang batas dalam
pengajuan sengketa hasil pilkada. Terkait dengan aturan tersebut
yang telah bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya
pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, dan 28 d ayat (3) UUD 1945 yang
mengatur hak untuk mendapat perlakuan yang sama dan adil
dihadapan hukum dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Perlu adanya revisi dengan mencabut ketentuan terkait aturan
ambang batas dalam pengajuan sengketa pilkada.

2 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga
yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu
dilakukan pengkajian ulang untuk mencari solusi dalam
menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia. Solusi yang dapat
diberikan adalah dengan membentuk pengadilan khusus yang
bersifat ad hoc hanya dibuat selama masa pilkada serentak di setiap
provinsi agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat pusat dan
tiap daerah bisa secara cepat menangani hasil sengketa pilkada. Dan
juga dengan merevisi UU Pilkada pada pasal 158 merubah aturan
ambang batas yang sebelumya angka selisih suara 0,5 % - 2% menjadi
Pihak yang dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ketika memiliki
bukti yang dapat mempengaruhi hasil akhir kemenangan dengan bukti
yang valid dan sah ditambah dengan sanksi pendukung jika ditemukan
adanya indikasi penipuan ataupun pemalsuan bukti-bukti dalam

penyelesaian hasil sengketa pilkada. Sanksi dapat berupa pidana
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penjara ditambahkan dengan pidana tambahan seperti pencabutan hak

politik.
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